
 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan keseluruhan isi skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa 

menurut pandangan Cak Nur, urgensi parpol oposisi pada pemerintahan Prabowo-

Gibran tidak dapat ditawar. Ada beberapa alasan; Pertama, oposisi merupakan 

bagian dari sejarah demokrasi di Indonesia. Meski corak dan dinamika oposisi di 

setiap masa berbeda-beda, tetapi benih-benih oposisi tetap tumbuh dan berkembang 

hingga di masa-masa setelahnya. Jejak oposisi bahkan telah dimulai dari masa 

Demokrasi Parlementer (1950-1959), berlanjut ke masa Demokrasi Terpimpin 

(1959-1965), dan hingga saat ini di masa Reformasi Demokrasi Pancasila. Oleh 

karena itu, pernyataan Prabowo bahwa, oposisi bukanlah produk demokrasi 

Indonesia dan karena itu tidak diperlukan, merupakan sebuah kegagalan presiden 

dalam membaca ulang sejarah. Lebih dari itu, keputusan Prabowo-Gibran yang 

merangkul mayoritas parpol di parlemen ke dalam koalisi pemerintah adalah 

sebuah kebijakan politik yang tidak mencerminkan semangat demokrasi.  

Kedua, demokrasi adalah akar oposisi. Menurut Cak Nur, oposisi adalah 

instrumen demokrasi yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Sebab, peran dan 

fungsi oposisi sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan pemerintah adalah 

kunci kemaslahatan demokrasi. Namun, Cak Nur juga sangat menekankan 

dilembagakannya oposisi dalam partai politik agar mekanisme check and balance 

dapat berjalan maksimal dan efektif. Sebab, bila berkaca dari kehidupan dan 

pengalaman Cak Nur yang tidak bergabung ke dalam parpol manapun, kendaraan 

politik (baca: parpol oposisi) amat diperlukan demi memaksimalkan peran dan 

fungsi oposisi. Artinya, kebijakan untuk mengkerdilkan parpol oposisi, apalagi 

menghapusnya dari negara demokrasi merupakan tindakan yang mengancam 

keberlanjutan demokrasi itu sendiri, seperti yang dilakukan Prabowo-Gibran. 

Keputusan pasangan ini untuk merangkul 6 dari 8 parpol di parlemen ke dalam 

koalisi pemerintah merupakan langkah yang membahayakan demokrasi di 

Indonesia. Sebab, komposisi antara koalisi dan oposisi di parlemen menjadi tidak 

berimbang. Hasilnya, banyak keputusan pemerintah yang mudah diloloskan oleh 
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DPR, padahal kebijakan-kebijakan tersebut masih cacat dan jauh dari kepentingan 

rakyat. Sebut saja program MBG, Koperasi Merah Putih, impor mobil dan motor, 

atau bahkan wacana Pilkada tidak langsung, yang jauh dari partisipasi publik dan 

tidak berpihak pada rakyat. Hal ini dapat terjadi karena parpol oposisi dilemahkan 

pengaruhnya di DPR. 

Ketiga, oposisi adalah corong suara minor. Menurut Cak Nur, lewat parpol 

oposisilah suara protes dan kritik dari masyarakat dapat sampai ke telinga 

pemerintah. Pasca era reformasi, peran parpol oposisi terlihat sangat penting dalam 

meneruskan pesan ketidakpuasan rakyat kepada pemerintah. Misalnya, saat PDIP 

konsisten beroposisi terhadap pemerintahan SBY selama 10 tahun, banyak 

kebijakan pemerintah yang dikritik keras oleh PDIP. Selain itu, oposisi yang tidak 

terlembagakan atau de facto tidak ada, akan cenderung menjadi oposisionalisme 

semata. Oposisi model inilah yang tidak diharapkan oleh Cak Nur. Oleh karena 

alasan tersebut, keputusan Prabowo-Gibran untuk menghilangkan parpol oposisi 

dari peta politik Indonesia sama dengan upaya pembungkaman terhadap suara 

rakyat. Padahal, pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang 

dibangun atas dasar sikap saling mendengarkan dan menghargai perbedaan 

pendapat.   

Keempat, oposisi mencegah Indonesia jatuh ke dalam otoritarianisme, 

kesewenang-wenangan eksekutif, dan pelemahan oposisi sipil. Menurut Cak Nur, 

salah satu alasan oposisi menjadi penting ialah untuk mencegah negara jatuh pada 

jebakan otoritarianisme. Alasannya, tanpa pengawasan dan penyeimbangan oleh 

oposisi, pemerintah dapat mempraktikan kekuasaannya secara “suka-suka”, yang 

jauh dari semangat demokratis. Selain itu, Cak Nur juga berpendapat bahwa 

manusia (baca: presiden) selalu berpotensi dikuasai oleh vested interest masing-

masing, yang sering bertolak belakang dengan kepentingan bersama (bonum 

comunae). Hal ini nyata bila mengingat kembali sejarah bangsa Indonesia di masa 

Orde Lama dan Orde Baru. Di mana, kekuatan parpol oposisi di kedua masa itu 

benar-benar ditekan oleh pemerintah. Hasilnya, pemerintah menjadi power full 

dalam setiap pengambilan kebijakan, dan rakyat hanya dapat menerima setiap 

kebutusan yang dibuat. Apalagi, dalam setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, 

kesewenang-wenangan pemerintah terlihat semakin kuat. Hal ini tampak dalam 
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sejumlah kebijakan strategis negara yang diambil tanpa melibatkan peran lembaga 

legislatif dan masyarakat umum. Belum lagi, sejumlah kasus teror dan intimidasi 

yang dialami oleh kelompok oposisi sipil, yang terdiri dari mahasiswa dan pers, 

semakin menunjukan kemunduran semangat demokratis di Indonesia. Keadaan ini 

persis seperti yang terjadi pada masa Orde Baru, dan tentu saja memori kelam ini 

tidak diharapkan untuk bangkit kembali di masa pemerintahan Prabowo-Gibran 

saat ini.   

Kelima, demokrasi mesti menjadi the way of life. Cak Nur berpendapat 

bahwa seorang pemimpin sejati mesti sanggup menjadikan demokrasi sebagai cara 

hidupnya (the way of life). Pandangan ini berangkat dari nasehat Al’Quran bahwa, 

kekuasaan merupakan pemberian dari Allah sehingga mesti digunakan untuk 

kepentingan banyak orang, dan demokrasi adalah jalannya. Ia menambahkan bahwa 

pemimpin yang mampu menghayati demokrasi sebagai cara hidup adalah 

pemimpin yang bijaksana. Besar harapan agar hal ini dapat disadari oleh Prabowo-

Gibran, sebagai pemimpin Indonesia yang juga beragama Islam. Sebab, bila 

keduanya mampu menghayati demokrasi sebagai cara hidup, maka setiap kebijakan 

politik mereka akan bersifat demokratis, termasuk menghargai peran oposisi. 

Namun, bila berkaca pada situasi politik tanah air saat ini, di mana 7 dari 8 parpol 

parlemen bergabung ke dalam koalisi pemerintah, maka agaknya masih jauh 

panggang dari api. Prabowo-Gibran mungkin tidak memahami demokrasi, apalagi 

untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup. Bagaimana tidak, selain kabinet 

mereka yang bongsor karena diisi oleh banyak parpol koalisi, kebijakan-kebijakan 

yang dibuat pun jauh dari prinsip demokratis. Hal ini dapat dimaklumi sebab peran 

pengawasan dan penyeimbangan oleh parpol oposisi di parlemen tidak efektif 

karena mayoritas parpol merapat ke pelukan pemerintah. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan kajian dalam skripsi ini, penulis dapat menyarankan beberapa 

hal untuk beberapa pihak. Pertama, bagi para akademisi yang hendak membedah 

urgensi oposisi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam perspektif Cak Nur. 

Karya ini adalah tulisan filosofis yang dapat dijadikan sebagai sumber penting 

untuk memahami konsep oposisi menurut Cak Nur. Lewat uraian di dalam karya 
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ini, latar belakang pemikiran, konsep oposisi, dan relevansinya masih relevan untuk 

digunakan, terutama untuk membedah urgensi oposisi bagi kepemimpinan 

Prabowo-Gibran. Apalagi, ke depannya, kajian-kajian seputar pemerintahan 

Prabowo-Gibran akan terus bermunculan, dan salah satu perspektif yang dapat 

digunakan adalah konsep oposisi Cak Nur. Oleh karena itu, karya ini dapat menjadi 

sumber perbandingan yang relevan untuk penelitian seputar topik yang sama di 

masa depan.  

 Kedua, bagi Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Hendaknya 

gagasan-gagasan Cak Nur, terutama konsep oposisi, dapat dijadikan sebagai salah 

satu bahan kuliah bagi para mahasiswa. Pembahasan mengenai pemikirannya dapat 

dijadikan bagian dari mata kuliah Etika Politik atau Filsafat Islam misalnya, yang 

selama ini telah menjadi mata kuliah wajib di Prodi Filsafat. Sebab, dengan begitu, 

mahasiswa dapat diperkenalkan dengan perspektif baru dari pemikir Indonesia, 

yang tentunya lebih kontekstual dengan keadaan politik di Indonesia.  
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